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Sambutan

Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada

Jeffrey Ong

Senior Development
Officer
Embassy of Canada

in Indonesia

Atas  nama  Department
of Foreign Affairs, Trade
and Development (DFATD)

Kanada, adalah suatu
kehormatan bagi  saya
untuk berbagi studi kasus
mengenai Pencegahan

Korupsi, untuk kepentingan
masyarakat Indonesia
pada umumnya; khususnya,
lembaga pemerintah  dan
non-pemerintah yang terlibat

dalam pencegahan korupsi.

Studi - Studi
diproduksi  sebagai
utama

Kasus telah
salah
dari

DFATD

Kanada dengan KPK, melalui

proyek  SIPS, di

fokus tematik pertumbuhan

satu  hasil

kemitraan  antara
bawah

ekonomi yang berkelanjutan
di bawah Program Kerjasama
Pembangunan Indonesia -
Kanada, melalui pengalaman
proyek 10

pemerintah lokal di Sulawesi

pelaksanaan

selama 3 tahun terakhir.

Adalah
bahwa untuk mensukseskan
pencegahan korupsi, perlu
adanyaketerlibatanyanglebih

keyakinan  kami

luas dari lembaga pemerintah
dan non-pemerintah. Dengan
demikian, sangat penting
untuk berbagi pelajaran dan
praktik cerdas yang disajikan
dalam Studi Kasus. Kami
berharap bahwa sebagai
hasil dari berbagi Studi Kasus
kepada para pemangku
kepentingan yang lebih luas,
bisa ada kesadaran yang lebih
baik dan apresiasi terhadap
isu-isu  dan tantangan di
sekitar pencegahan korupsi,
serta  penyediaan  pilihan
untuk mengatasi pencegahan
korupsi dengan mereplikasi
praktik — praktik cerdas.
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Puji dan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas
segala nikmat dan karunia-
Nya, sehingga berbagai
upaya yang kita lakukan
bersama untuk membangun
bangsa, khususnya dalam
bidang pemberantasan
korupsi, telah menunjukkan

hasil-hasil  yang  cukup
membanggakan.
Menyadari pentingnya

upaya pencegahan korupsi

untuk menghasilkan
generasi  bangsa  yang
berkualitas dan sejahtera,
maka dibutuhkan  upaya
serius dari semua pihak
untuk menyebarluaskan

pengalaman dan praktik-
praktik terbaik di bidang
pelayanan publik ke seluruh
penyelenggara  pelayanan
publik.

KPK  mencatat  bahwa
pengadaan barang
dan  jasa  pemerintah,
administrasi kependudukan
serta pelayanan perijinan

merupakan kegiatan-
kegiatan  yang  paling
rawan terjadinya  tindak

pidana korupsi, yang telah

Sambutan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

menjerat  penyelenggara
negara di tingkat pusat dan
daerah. Dengan demikian,
maka reformasi  layanan
publik di ketiga sektor
tersebut diharapkan akan
mengurangi peluang dan
mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi.

Buku Studi Kasus
Pelayanan Publik merupakan
dokumentasi dari reformasi

layanan  publik  pada
pengadaan barang dan
jasa pemerintah, layanan

administrasi kependudukan
serta pelayanan perijinan
terpadu yang dilakukan sejak
tahun 2011 oleh Proyek SIPS
(Support  to  Indonesia’s
Islands of Integrity Program
for Sulawesi) sebagai bentuk
kerjasama  antara  KPK
dengan Pemerintah Kanada
melalui DFATD (Department
of Foreign Affairs, Trade, and
Development).

Dari dokumentasi ini dapat
dipelajari  berbagai tahap
yang dilakukan, hambatan
yang ditemui, solusi yang
diambil, serta perbaikan
yang dicapai oleh 10

Adnan Pandu Praja

Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi

Pemerintah  Daerah  di
Sulawesi Utara dan Sulawesi
Selatan dengan kondlisi awal
yang berbeda-beda agar
dapat dijadikan  referensi,
mudah diikuti dan ditiru oleh
pemerintah daerah lainnya
di seluruh Indonesia.

Harapan saya semoga
buku ini bermanfaat dalam
menjalankan reformasi
pelayanan  publik  demi
terwujudnya tata  kelola
pemerintahan yang baik,
serta mengurangi peluang
dan mencegah terjadinya
korupsi. Mari kita bekerja
demi terwujudnya Indonesia
yang bebas korupsi.
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Sambutan

Direktur Proyek Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)

»{4
ad & L]

Peter F. Walton

Tettwr 7'4‘—"—’

Direktur Proyek SIPS

Proyek SIPS sangat senang
secara resmi meluncurkan
publikasi resmi pertama
proyek: 10 studi kasus
dari perbaikan pelayanan
publik di mitra pemerintah
daerah kami.

SIPS atau Support to
Indonesia’s Islands of
Integrity Program for
Sulawesi merupakan
proyek  bilateral yang
didanai oleh Department
of Foreign Affairs, Trade,
and Development
Canada (DFATD,
sebelumnya CIDA). Komisi
Pemberantasan  Korupsi
Indonesia (KPK) adalah
mitra dalam proyek ini.
Cowater International
Inc.  terpilih melalui
proses yang kompetitif
pada bulan Desember
2009 sebagai konsultan
pelaksana proyek SIPS.

Mandat SIPS sehubungan

dengan pemerintah
daerah di Sulawesi adalah
"untuk mengurangi

peluang korupsi melalui
peningkatan transparansi,
akuntabilitas dan efisiensi

pelayanan publik terpilih,
khususnya Kependudukan
dan Catatan Sipil, PTSP
dan PBJ”. SIPS bekerja
dengan 10 pemerintah
daerah  di  Sulawesi,
termasuk lima di Sulawesi
Utara (Provinsi Sulut, Kota
Manado, Kota Bitung,
Kabupaten Minahasa dan
Kabupaten Kepulauan
Sangihe) dan lima di
Sulawesi Selatan (Provinsi
Sulsel, Kota Makassar,
Kabupaten Enrekang,
Kabupaten Pinrang dan
Kabupaten Tana Toraja).

SIPS  bekerja  dengan
perwakilan ~ masyarakat
sipil dan pemerintah dalam
upaya menjembatani
kesenjangan antara
masyarakat  sipil  dan
pemerintah dan

memajukan kepentingan
bersama dalam
meningkatkan pelayanan
publik dan mengurangi
korupsi.

Kami juga mendukung
KPK untuk memperkuat
mandatnya dalam
bidang pencegahan dan
meningkatkan kesadaran

X
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diantara para pemangku
kepentingan  Indonesia
dan  masyarakat luas
mengenai upaya - upaya
anti-korupsi. ~ Selain itu
kami bekerja sama dengan
banyak lembaga nasional

termasuk Kemendagri,
LKPP, Kemenpan
Reformasi Birokrasi,
Kementerian Lingkungan
Hidup, Ombudsman

Rl dan Bappenas untuk
memastikan bahwa upaya
kami bekerja di dalam dan
mendukung  keseluruhan
kerangka peraturan
perundang-undangan
pemerintah.

Bermitra dengan KPK,
SIPS mentargetkan
perubahan kelembagaan.
Bantuan teknis merupakan
salah satu bagian dari
ini. Bagian terbesar yang
sulit adalah  mengubah
paradigma, = mengubah
pola pikirkita untuk melihat
peran pemerintah sebagai
salah satu layanan dan
mencoba menghidupkan

kepercayaan bahwa
tempat-tempat umum
di dalam kita untuk

melayani masyarakat
yang sama dengan cara
yang jujur, transparan, dan
kompeten.

Pola pikir, pergeseran
paradigma atau, seperti
yang dikatakan Presiden
Joko Widodo “revolusi
mental”, merupakan
pergeseran ke cara yang
berbeda dalam melakukan
bisnis, bukan bisnis seperti
biasanya. Untuk berpindah
dari  pemerintahan ke
orientasi pelayanan dan
untuk lebih  memahami
hubungan antara korupsi
dan  pelayanan  publik
dan bagaimana korupsi
melemahkan  kita:  ini
adalah tantangan nyata
yang kini kita hadapi.

Masing-masing dari 10
studi kasus ini menyoroti
upaya setiap pemerintah

sub-nasional untuk
mencoba membuat
perbedaan dalam
kehidupan  masyarakat,
memperlakukan  mereka
dengan hormat,

mematahkan budaya hak
pemerintah dan bergeser

ke pelayanan publik yang
baik dan benar.

Mudah-mudahan kita bisa
menyepakati perlunya
perubahan dan cara-cara
untuk  mewujudkannya.
Pada akhimya ini adalah
tentang komitmen masing-
masing untuk memegang
janji pejabat terpilih dan
staf pemerintah  untuk
bertanggung jawab atas
janji mereka dan untuk
mencontohi standar
integritas  dan  kejujuran
yang sama vyang kita
harapkan ~ dari  para
pemimpin kita.

[ Ld |
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LATAR BELAKANG

SIPS, atau Proyek Dukungan bagi Program
Kepulauan Indonesia Berintegritas untuk Sulawesi
(Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program
for Sulawesi) didanai oleh Pemerintah Kanada
melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan

dan Pembangunan Kanada [Department of Foreign
Affairs, Trade and Development Canada (DFATD
Canada)]. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
merupakan pihak dari Indonesia yang menjadi
rekanan dalam proyek ini. Cowater International
Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif di
bulan Desember 2009 untuk menyediakan layanan
konsultasi dan implementasi proyek SIPS.

Proyek ini memiliki dua tujuan luas. Yang pertama yaitu untuk
mengidentifikasi, mengimplementasi dan menunjukkan praktik-praktik
pencegahankorupsiyanglebihbaik, sehubungandenganupayamemperbaiki
transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah untuk memperkuat peran
KPK sebagai katalis dan mentor bagi inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi
di tingkat pemerintahan sub-nasional. Secara keseluruhan, proyek ini akan
berkontribusi kepada pengurangan korupsi melalui tata kelola pemerintahan
dan praktik-praktik manajemen yang transparan dan akuntabel.

SIPS memiliki tiga hasil utama yang langsung terlihat: (1) praktik-
praktik dan sistem-sistem yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat
pemerintahan sub-nasional (provinsi dan kabupaten/kota) yang terpilih; (2)
kapasitas KPK yang diperkuat untuk mempengaruhi terjadinya perubahan
di dalam pemerintahan daerah, dan (3) lingkungan yang lebih mendukung
bagi berkurangnya korupsi melalui peningkatan kesadaran akan strategi-
strategi pencegahan korupsi dan praktik-praktiknya. Tujuh puluh lima
persen dari upaya proyek ini akan berfokus pada upaya peningkatan
kapasitas pemerintahan di tingkat sub-nasional. Sisanya 25% dibagi antara
peningkatan kapasitas KPK (15%) dan pendokumentasian serta diseminasi
praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari semua kegiatan proyek (10%).

Foreign Affairs, Trade and  Affaires étrangéres, Commerce -I-
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SIPS mendukung 10 pemerintah sub-nasional’ di Sulawesi dan KPK
melalui peran mereka masing-masing dalam memperkenalkan reformasi
kunci tata kelola pemerintahan. Peran Cowater International Inc. adalah
untuk mengelola proyek dalam kolaborasi erat dengan KPK. Pendekatan
ini memerlukan rancangan dan penerapan metode dan alat-alat dengan
cara yang berulang, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan cara-
cara yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mempertahankan
berbagai reformasi tata kelola pemerintahan. Mendokumentasikan dan
mensistemasikan praktek yang paling sukses di pemerintah daerah yang
berpartisipasi akan melengkapi KPK dengan alat-alat yang efektif dan
strategi-strategi untuk memperluas praktik terbaik untuk pemerintah daerah
lainnya di seluruh Indonesia.

Melalui pendekatan yang diambil oleh SIPS diakuibahwa keberlanjutan
jangka panjang dari hasil proyek akan tergantung pada keberhasilan dalam
pembangunan kapasitas dari beberapa mitra yang berbeda:

. Memperkuat kapasitas internal KPK untuk mengkatalisasikan
reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat sub-nasional dan terutama
dalam Penelitian dan Pengembangan Direktorat Divisi Pencegahan;

o Bekerjasama dengan instansi pemerintah nasional yang relevan dalam
mendukung kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum dan
peraturan;

. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dan tim dalam

melaksanakan dan mempertahankan reformasi pemerintahan; dan

o Mendorong OMS regional dan lokal untuk berpartisipasi dalam
musyawarah kebijakan dan perumusan dan pengawasan masyarakat
dalam kaitannya dengan rencana aksi pencegahan korupsi.

Penyiapan strategi, materi dan pelatihan dilakukan dengan
menggabungkan metode perubahan manajemen dan pendekatan-
pendekatannya. SIPS menambah nilai dengan menyusun inovasi yang
diusulkan dalam proses perubahan adaptif dan dengan melibatkan para

T Provinsi SULSEL, Kota MAKASSAR, Kab. ENREKANG, Kab. PINRANG, Kab. TANA TORAJA, Provinsi
SULUT, Kota MANADO, Kab. MINAHASA, Kota BITUNG, Kab Kepulauan SANGIHE
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ahli teknis, baik nasional maupun internasional, yang berpengalaman di
berbagai prinsip dan teknik perubahan manajemen.

Kemitraan dengan KPK

SIPS dilaksanakan berdasarkan kemitraan yang kolaboratif dengan KPK
dan melibatkan KPK dalam penilaian atas kebutuhan untuk pengembangan
kapasitas demi mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi di
tingkat pemerintahan daerah. Dukungan teknis diberikan dalam bentuk
pengembangan, implementasi, dan pemantauan rencana aksi. Keterlibatan
proaktif ini adalah elemen yang penting dalam memastikan kemitraan dan
kepemilikan dari pihak Indonesia.

Kemitraan dengan KPK diharapkan sangat dekat, dengan KPK
memainkan peran penting dalam menentukan dan membimbing proyek
melalui konsultasi dan hubungan dengan semua Gugus Tugas, juga melalui
Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee). Cowater juga
melibatkan KPK dalam pemilihan ahli teknis yang diperlukan dalam rangka
membangun kepemilikan dan untuk menerapkan dan mendemonstrasikan
praktik-praktik perekrutan yang transparan.

Integrasi lintas isu

SIPS berkomitmen mendukung mitra-mitranya yaitu pemerintah, KPK
dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan kesetaraan jender
dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah
Indonesia. Pengarusutamaan jender dilakukan dengan menganalisa
kesenjangan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki, dan memastikan bahwa
pembangunan dan program pemerintah memberikan manfaat yang adil
bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam pengembangannya proyek
SIPS juga berinisiasi untuk membangun kesadaran terkait isu lingkungan
yang saat ini menjadi masalah pengarusutamaan (mainstreaming issue). Isu
lingkungan menjadi hal yang sangat penting terutama dalam pengadaan
barang dan jasa dan juga menjadi landasan dalam proses perizinan usaha.

Foreign Affairs, Trade and  Affaires étrangéres, Commerce nl-
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A.  Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang

Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat dan bukan
sebaliknya masyarakat yang menjadi pelayan pemerintah. Di semua
tingkatannya, salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai pelayan
masyarakat. Pelayanan publik yang profesional hanya dapat diwujudkan
melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas dari
pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah.

Sudahkah masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang
dijalankan pemerintah selama ini? Jawabannya memang sangat beragam,
namun secara umum masih banyak aspek pelayanan masyarakat yang perlu
dibenahi. Berikut adalah beberapa kelemahan aspek pelayanan publik yang
perlu mendapat perhatian serius, sebagaimana terungkap dalam kajian
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi, Direktorat Aparatur Negara Bappenas,
2004.

1) Kurang responsif

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur
pelayanan, mulai dari tingkatan petugas pelayanan garis
depan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab
instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun
harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan
sama sekali. Pengaduan dan aspirasi yang disampaikan, tak
jarang hanya disimpan dan tidak segera ditindaklanjuti. Pada
umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk
mendengar keluhan, saran, maupun aspirasi dari masyarakat.
Akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa
ada perbaikan dari waktu ke waktu.

2) Kurang informatif
Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada
masyarakat, sangat lambat atau bahkan tidak sampai kepada
masyarakat. Informasi yang seharusnya proaktif disampaikan
atau  disosialisasikan kepada masyarakat terkadang baru
disampaikan jika ada yang bertanya.

4 KPK I * I :‘urelgn Anausc, ;::g: and :{l?lv'es étrangeres, é:aonr:crr:rce C ow qi-er
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3) Kurangnya akses ke unit - unit pelaksana pelayanan
Unit — unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan
masyarakat sehingga menyulitkan bagi mereka yang
memerlukan pelayanan tersebut. Faktor jarak dan sarana
prasarana antara masyarakat dan unit pelaksana pelayanan
sering menjadi hambatan utama pelayanan, sehingga
sudah seharusnya dipikirkan sistem pelayanan jemput bola.
Pemerintah harus mendatangi sasaran atau masyarakat yang
tidak memiliki akses memadai ke unit-unit pelayanan.

4) Kurang koordinasi
Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya
sangat kurang berkoordinasi sehingga sering terjadi tumpang
tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi
pelayanan dengan instansi pelayanan terkait lainnya.

5) Birokratis

Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya
dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai tingkatan
sehingga menyebabkan lamanya waktu penyelesaian pelayanan.
Dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah pelayanan,
kemungkinan kemampuan staf pelayanan garis depan (front
line staffy dalam menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di
lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan
penanggungjawab pelayanan dalam rangka menyelesaikan
masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat
sulit. Akibatnya secara keseluruhan berbagai masalah pelayanan
memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

6) Tidak efisien dan relevan
Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam
pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan
yang diberikan.

Foreign Affairs, Trade and  Affaires étrangeres, Commerce 1-
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Guna memaksimalkan pelayanan publik yang menjadi bagian
penting dari tata kelola pemerintahan, maka diperlukan langkah-langkah
pembenahan birokrasi tata kelola pemerintahan atau reformasi birokrasi.
Untuk itulah SIPS mengambil peran penting sebagai pendamping program
pembenahan dimaksud. SIPS yang didanai oleh Pemerintah Kanada
melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan
Kanada mendorong praktik -praktik baik mengenai tata pemerintahan yang
baik (good governance) dalam pelayanan publik oleh pemerintah yang
transparan dan akuntabel.

Dalam publikasi ini, Proyek SIPS berfokus pada pendampingan
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dukungan yang diberikan
Proyek SIPS di daerah ini tidak hanya berupa peningkatan kapasitas sumber
daya manusia (pegawai) dan penyiapan sistem, tetapi juga membantu
pengadaan interior mobil layanan keliling dan desain kantor.

B. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menyikapi hadirnya Proyek SIPS di daerahnya, Pemerintah Kabupaten
Enrekang sangat terbuka dan responsif. Terbukti, pemerintah setempat telah
mengambil kebijakan untuk membentuk Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Enrekang, tertanggal 24 Februari 2014. Kebijakan yang diambil
Pemerintah Kabupaten Enrekang ini menjadi cerminan sikap pemerintah
dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sebuah
reformasi birokrasi.

Keterpaduan pelayanan perizinan berarti memangkas birokrasi yang
selalu dikeluhkan berbelit-belit. Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik
antara satu kantor dengan kantor lainnya untuk mendapatkan otorisasi
jenis perizinan yang sedang diurus, karena semuanya bisa selesai dalam
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satu kantor. Manfaat nyata dari sistem baru pelayanan satu pintu ini adalah
masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas dan
pasti, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan merata, tepat waktu dan
terkoordinasi. Penyelenggaraan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non
- perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Ini
menunjukkan terjadinya pemangkasan tahapan dan prosedur, transparansi
biaya, penyederhanaan persyaratan, pengurangan waktu rata-rata dalam
proses perizinan dan pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Reformasi birokrasi yang terjadi di Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu memang sangat mendasar. Tidak hanya
pembangunan sistem, tetapi juga perubahan signifikan pada penampilan
fisik. Kantor dirancang sedemikian rupa dengan penempatan dinding kaca
sehingga aktifitas pegawai hingga pimpinannya sekalipun dapat terlihat
secara jelas. Transparansi ruangan ini bisa meningkatkan produktifitas kerja
karena tidak ada peluang untuk bersantai selama jam kerja karena akan
terlihat dari luar ruangan. Kantor depan dirancang sedemikian rupa dengan
membuat loket-loket pelayanan lebih nyaman dan terbuka. Setiap warga
yang datang langsung mengambil nomor antrian untuk dilayani, dan setelah
itu warga juga diminta untuk langsung menyampaikan penilaian. Selain itu
juga tersedia loket pengaduan untuk menampung keluhan dan aspirasi
masyarakat.

Aplikasi sistem yang dipergunakan di Kantor Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Enrekang juga sudah sangat memadai.
Pejabat yang berwenang bisa mengontrol permohonan perizinan warga
dan memberikan persetujuan melalui komputer atau melalui telepon selular
cerdas. Aplikasi tersebut juga bisa dikontrol langsung secara online oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga proses koordinasi
tidak harus melalui persuratan manual yang memakan waktu.
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Sistem yang sangat bagus yang didukung oleh Proyek SIPS ini selain
mendukung sistem yang digunakan juga melakukan pengadaan interior
mobil layanan keliling serta penataan ruangan. Kantor-kantor pemerintahan
yang biasanya terkesan kaku sekarang ditata sedemikian rupa sehingga
menjadi lebih nyaman dan terbuka. Model pelayanan kepada masyarakat
dibuat menyerupai pelayanan di kantor-kantor pelayanan publik swasta
seperti perbankan. Setiap warga yang datang akan langsung dipersilakan
untuk mengambil nomor antrian. Dengan adanya nomor antrian tidak
ada lagi pelayanan istimewa dan prioritas bagi orang-orang tertentu atau
pejabat yang datang belakangan. Warga yang menerima layanan langsung
akan dilayani di sejumlah loket yang telah disiapkan sesuai dengan nomor
antrian. Pelayanan di loket dilakukan secara terbuka baik prosedur maupun
biaya sehingga setiap pemohon mengetahui dengan pasti kapan perizinan
yang diajukan bisa diperoleh selama disertai dengan dokumen yang
lengkap. Sebaliknya, keterlambatan keluarnya izin biasanya disebabkan
karena tidak ada kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

Proses pelayanan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Enrekang juga telah disesuaikan dengan Undang —
Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dengan
menerbitkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pencabutan
beberapa Perda termasuk mengenai retribusi daerah. Komitmen Pemerintah
Daerah Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan praktik-praktik tata
pemerintahan yang baik juga ditunjukkan secara nyata dengan menerbitkan
Peraturan Bupati Enrekang mengenai Delegasi Kewenangan kepada Kepala
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Enrekang. Adanya pendelegasian kewenangan ini secara otomatis
memangkas birokrasi yang panjang sehingga pelayanan bisa dipercepat.
Adanya pelimpahan kewenangan tersebut meningkatkan jumlah perizinan
menjadi 86 jenis perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya hanya 15 perizinan (sewaktu masih
bernama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
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Adapun jenis perizinan yang dilayani di Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni:

a. Izin Sektor Penanaman Modal
1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Izin Usaha Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
6. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
b. Izin Sektor Perdagangan dan Perindustrian
1. Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Tanda Daftar Perusahaan
3. Tanda Daftar Industry
4. Izin Usaha Industry
5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
6. Isin Usaha Toko Modern
7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
8. Izin Usaha Penggunaan Ketel Uap, Minyak Untuk Setiap
Penggunaan Ketel
9. Izin Penggunaan Bejana Uap/ Bejana Air atau Ekomnomise
Yang Berdiri Sendiri/ Penguapan
10.  Izin Penggunaan Bejana Petan
11.  lzin Botol Baja
12.  lzin Gangguan/ Surat Izin Tempat Usaha
13.  lzin Usaha Pangkalan Elpiji 3 Kg
14.  lzin Usaha Agen Gas Elpiji 3 Kg
C. Izin Sektor Kesehatan
1. Izin Praktek Dokter Umum
2. Izin Praktek Dokter Spesialis
3. Izin Praktek Dokter Gigi
4. Izin Praktek Bidan
5. Izin Praktek Perawat
6. Izin Praktek Perawat Gigi
KPK Dol SUmmeie ™ (oo™ cowater
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7. Izin Praktek Tukang Gigi

8. Izin Praktek Apoteker

9. Izin Praktek Asisten Apoteker

10.  lzin Praktek Fisioterapis

11.  lzin Praktek Refraksionis Optision

12.  lzin Praktek Bersama Dokter Umum

13.  lzin Praktek Bersama Dokter Spesialis

14.  lzin Operasional Rumah Sakit

15.  Izin Operasional Klinik Bersalin

16.  lzin Operasional Klinik Umum

17.  lzin Operasional Laboratorium Kesehatan

18.  Izin Operasional Transfusi Darah

19.  Izin Operasional Apotik

20.  lzin Operasional Optic

21.  lzin Operasional Took Obat

22.  lzin Pengobatan Tradisional

23.  lzin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang

24.  Izin Produksi Makanan dan Minuman

25.  lIzin Layak Higienis Restoran/ Rumah Makan

26.  lIzin Layak Higienis Jasa Boga/ Catering
d. Izin Sektor Pariwisata

1. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum

2. Izin Usaha Rumah Makan

3. Izin Usaha Salon Kecantikan

4. Izin Usaha Hotel

5. Izin Agen Perjalanan Wisata

6. Izin Pondok Wisata

7. Izin Sanggar Seni

8. Izin Usaha Rumah Bernyanyi
e. Izin Sektor Pertanian

1. Izin Usaha Kios Pupuk dan Obat-Obatan

2. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

3. Izin Pohon Induk Sebagai Sumber Benih
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4. Izin Pembibitan Trup (Tanda Registrasi Usaha Perkebunan)
5. Izin Label/Sertifikasi Bibit Bawang Merah/ Kentang dan Salak

Organik

6. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Izin Sektor Kehutanan

1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu
g. Izin Sektor Peternakan

1. Izin Pendirian Keramba Apung

2. Izin Usaha Peternakan

3. Izin Usaha Pemotongan Hewan

4. Izin Praktek Dokter Hewan

5. Izin Usaha Depo Penjualan Obat Hewan
h. Izin Sektor Pertambangan

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan

2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Skala Kecil

5. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Izin Usaha Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
1. Izin Trayek
2. Izin Usaha Angkutan

3. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi
Izin Usaha Sektor Pendidikan
1. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
2. Izin Pendirian Sekolah Swasta
k. Izin Sektor Pekerjaan Umum
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Izin Usaha Mendirikan Bangunan
3. Iz